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ABSTRAK

bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas
pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sabu Raijua; bahwa Satuan Tugas unit pengendalian gratifikasi melaksanakan
pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini
adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini diatur tentang :

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu
Raijua yang melakukan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja
mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas)
pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan
barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan
Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga
lainnya;memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS,
KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi
secara terus menerus; menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan
KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi
kepada seluruh pihak terkait.



CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.

- Lampiran 3 halaman



